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Abstract 
The implementation of the zoning system policy is the government's effort to equalize 
the quality of education.are not yet known stakeholders regarding the implementation of 
the zoning system policy and its impacts. Therefore, the purpose of this study is 1) to 
describe the views stakeholderson the implementation of the zoning system policy from 
the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure 2) to 
find out the impact of implementing the zoning system policy in SMA Negeri 1 and SMA 
Negeri 5 Payakumbuh. The type of research used is descriptive qualitative research. The 
research site is at SMAN 1 and SMAN 5 Payakumbuh during January to June 2022 
which was carried out by the research itself as a research instrument. Meanwhile, data 
collection techniques were obtained from interviews, documentation studies, and 
observations. Furthermore, the data collected was tested for validity by using the data 
source triangulation technique. Then the data were analyzed through the stages of 
reduction, representation, and drawing conclusions. The results of the study reveal that 
four aspects in the process of implementing the zoning system policy that must be 
considered are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. At 
SMA Negeri 1 and SMA Negeri 5 Payakumbuh, these four things need to be applied. In 
the communication aspect, it is important to carry out the socialization process so that it 
is easy for the community to understand as the target group of the zoning system policy. 
In the aspect of resources, it must be taken into serious consideration in providing 
supporting facilities and infrastructure in the form of experts, computers and internet 
networks. In the aspect of disposition, stakeholders may not apply special policies 
outside the predetermined zoning system policy. Then on the aspect of the bureaucratic 
structure, there is a need for SOPs and the formation of a committee to implement the 
zoning system policy. Meanwhile, the impact of the implementation of the zoning system 
policy is the reduction in the notion of favorite schools and superior schools even though 
this assumption has not completely disappeared in the community. 
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Penerapan kebijakan sistem zonasi merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan 
mutu pendidikan. Belum diketahui pemangku kepentingan terkait penerapan kebijakan 
sistem zonasi dan dampaknya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk 
mendeskripsikan pandangan pemangku kepentingan terhadap penerapan kebijakan 
sistem zonasi dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi 2) 
untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan 
SMA Negeri 5 Payakumbuh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
deskriptif. Lokasi penelitian di SMAN 1 dan SMAN 5 Payakumbuh selama bulan Januari 
sampai Juni 2022 yang dilakukan oleh penelitian itu sendiri sebagai instrumen penelitian. 
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Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, studi dokumentasi, dan 
observasi. Selanjutnya data yang terkumpul diuji keabsahannya dengan menggunakan 
teknik triangulasi sumber data. Kemudian data dianalisis melalui tahapan reduksi, 
representasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa empat 
aspek dalam proses penerapan kebijakan sistem zonasi yang harus diperhatikan adalah 
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di SMA Negeri 1 dan SMA 
Negeri 5 Payakumbuh, keempat hal ini perlu diterapkan. Dalam aspek komunikasi, 
penting dilakukan proses sosialisasi agar mudah dipahami oleh masyarakat sebagai 
kelompok sasaran kebijakan sistem zonasi. Dalam aspek sumber daya, perlu mendapat 
perhatian serius dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung berupa tenaga 
ahli, komputer dan jaringan internet. Dalam aspek disposisi, pemangku kepentingan 
tidak boleh menerapkan kebijakan khusus di luar kebijakan sistem zonasi yang telah 
ditetapkan. Kemudian pada aspek struktur birokrasi perlu adanya SOP dan 
pembentukan panitia untuk melaksanakan kebijakan sistem zonasi. Sementara itu, 
dampak dari penerapan kebijakan sistem zonasi adalah berkurangnya anggapan 
sekolah favorit dan sekolah unggulan meskipun anggapan tersebut belum sepenuhnya 
hilang di masyarakat. 
 
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Zonasi, Stakeholders, Perspektif. 
 
 

PENDAHULUAN  

Pendidikan menjadi kebutuhan  

pokok dalam kehidupan manusia saat ini. 

Dalam konteks keadilan bernegara, 

seluruh masyarakat Indonesia berhak 

mendapatkan kesetaraan dan keadilan 

pendidikan. Kesetaraan dan keadilan yang 

pendidikan itu harus bermutu pada setiap 

jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Hal 

ini dilakukan untuk menekan masalah-

masalah pokok pendidikan di Indonesia, 

yakni kualitas pendidikan, pemerataan 

serta perluasan layanan pendidikan yang 

bermutu, kesesuaian pendidikan dengan 

kebutuhan di lapangan, dan keefektifan 

dan keefisienan pendidikan itu sendiri. 

Salah satu masalah pokok pendidikan 

tersebut yakni perluasan dan pemerataan 

layanan pendidikan yang bermutu menjadi 

masalah sangat penting dan mendesak 

serta harus segera dituntaskan oleh 

pemerintah. Masalah ini terletak pada 

sekolah yang difavoritkan dan sekolah 

tidak difavoritkan. Sekolah-sekolah favorit 

biasanya dibeli dengan nama sekolah 

unggul. 

Maka dari itu untuk menuntaskan 

masalah pendidikan yang satu ini, 

pemerintah mengeluarkan kebijakan 

sistem zonasi. Tujuan utama kebijakan ini 

untuk menghapus anggapan sekolah 

favorit dan sekolah tidak favorit. Sementara 

tujuan lain yakni seluruh sekolah 

diharapkan bisamenghasilkan pendidikan 

yang bermutu dan merata di seluruh 

wilayah Indonesia. Purwanti et al (2019) 

menjelaskan bahwa kebijakan sistem 

zonasi sekolah ialah kebijakan yang 

memaksimalkan kualitas sumber daya 

manusia. Kebijakan ini perlu dijalankan 

karena masyarakat sebagai pelanggan 

pendidikan harus memeroleh pendidikan 

yang berkualitas. 

Kebijakan sistem zonasi pertama kali 

diterapkan pada masa pemerintahan Joko 

Widodo tahun 2017 di bawah naungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia. Dalam perjalanannya 

kebijakan ini terus direvisi untuk 
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penyempurnaan kebijakan. Namun, 

penerapan kebijakan sistem zonasi 

mendapatkan tanggapan yang beragam, 

baik tanggapan setuju maupun tanggapan 

tidak setuju. Safarah et al (2018) 

menyatakan bahwa pihak yang setuju 

terhadap kebijakan sistem zonasi didasari 

oleh dua hal. Pertama, kebijakan ini 

menimbulkan keadilan dan kesetaraan 

bagi masyarakat dalam memilih sekolah. 

Kedua, orang tua dapat mengontrol 

anaknya secara langsung karena 

kedekatan jarak rumah dan sekolah.  

Dengan ditemukannya beberapa masalah 

terkait implementasi kebijakan sistem 

zonasi tersebut, maka perlu dikaji dan 

dipelajari lebih lanjut. Oleh karena itu, 

penulis merasa perlu mengangkat 

penelitian terkait bagaimana analisis 

implementasi kebijakan sistem zonasi 

perspektif stakeholders SMA Negeri 1 dan 

SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh. 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif dengan jenis 

penelitian studi multi situs. Sangaji & 

Sopiah dalam Prastowo (2012) 

menyatakan bahwa penelitian studi multi 

kasus merupakan penelitian sebuah 

masalah yang berhubungan langsung 

dengan latar belakang kondisi atau 

keadaan saat ini dari subjek yang diteliti 

dan interaksinya dengan lingkungan yang 

diteliti. Dimana penelitian studi multi situs 

dilakukan saat peneliti melakukan 

penelitian pada kedua lokasi yang tidak 

sama namun kasus yang sama. 

Berdasarkan metode yang digunakan dan 

jenis penelitian di atas maka tujuan 

penelitian untuk mengungkapkan 

pendapat stakeholderssekolah mengenai 

implementasi kebijakan sistem zonasi 

menurut Permendikbud No. 1 tahun 2021 

dan dampak implementasi kebijakan 

sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan 5 Kota 

Payakumbuh. 

Tempat penelitian adalah lokasi 

peneliti melakukan penelitiannya untuk  

mendapatkan informasi dan data yang 

dibutuhkan yakni di SMA Negeri 1 dan 

SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh karena 

sekolah ini masih menjadi sekolah yang 

difavoritkan. Selain itu, sekolah ini 

merupakan sekolah rujukan tingkat SMA di 

Kota Payakumbuh. Sementara itu, 

berbeda halnya dengan SMA Negeri 5 

Payakumbuh yang terletak di pinggir kota 

dengan pemukiman masyarakat yang 

masih belum banyak. Hal ini dikarenakan 

SMA Negeri 5 Payakumbuh merupakan 

sekolah menengah yang baru didirikan 

tahun 2008. Selain itu, sekolah ini berdiri di 

lahan yang di kelilingi oleh perbukitan dan 

hutan pinus sehingga masih menjadi 

daerah yang beru berkembang dari segi 

jumlah penduduknya. 

Sumber data dalam penelitian ini 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer 

dan data sekunder. Menurut Lofland (2014) 

sumber data primer penelitian kualitatif 

adalah tuturan atau tingkah laku. 

Sedangkan sumber data sekunder adalah 

dokumen-dokumen yang terkait dengan 

fokus penelitian, seperti gambar, foto, 

rekaman, juknis sistem zonasi yang terkait 

dengan fokus penelitian. Dalam penelitian 

ini, sumber data primer secara spesifik 

yakni dua orang kepala sekolah yakni 

kepala SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 

Kota Payakumbuh, enam orang pendidik 

dengan rincian tiga orang pendidik SMA 

Negeri 1 dan tiga orang pendidik SMA 

Negeri 5 Kota Payakumbuh, dan enam 
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orang tenaga kependidikan dengan rincian 

tiga orang tenaga kependidikan SMA 

Negeri 1 dan tiga orang tenaga 

kependidikan SMA Negeri 5 Kota 

Payakumbuh. 

Instrumen pada penelitian ini adalah 

peneliti sendiri sebagai instrument kunci 

yang hadir di lapangan untuk bertanya 

langsung, mendengar apa yang 

disampaikan, dan mengambil data 

penelitian guna memeroleh data-data dan 

berbagai informasi dari masalah yang 

ditelitinya. Tidak hanya sampai disitu, 

peneliti juga harus merencanakan sendiri 

penelitiannya, seterusnya melakukan 

penelitian, kemudian mengumpulkan 

semua data yang diperlukan, menganalisis 

data yang didapatkan, selanjutnya 

menginterpretasikan data tersebut, dan 

akhirnya melaporkan hasil yang 

dipelolehnya di dalam penelitian. 

Sementara itu, peneliti, teknik 

pengumpulan data yang dilakukan yakni 

pengumulan data dengan melakukan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dari literatur terkait. 

Uji keabsahan data dalam 

sebuahpenelitian kualitatif terdiri dari uji 

credibility (validasi internal), transferability 

(validitas ekstrenal), dependability 

(reliabilitas), dan confirmability 

(objektivitas) (Sugiyono, 2011). Salah satu 

uji keabsahan data dalam penelitian ini 

yaitu pengujian kredibilitas data. Pengujian 

ini dapat dilakukan dengan cara 

memperpanjang waktu pengamatan, 

kemudian meningkatkan ketekunan atau 

kefokusan dalam melakukan penelitian, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif. 

Dalam penelitian ini teknik yang 

diambil sebagai penjamin keabsahan data 

adalah teknik triangulasi data. Menurut 

Sugiyono, (2011) triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas diartikan sebagai 

pemeriksaan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan waktu. Teknik 

triangulasi sumber yang dipakai dalam 

penelitian ini tujuannya adalah untuk 

menguji data yang didapatkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data. Data 

observasi di lapangan mengenai 

implementasi kebijakan sistem zonasi dan 

dampaknya di SMA Negeri 1 dan SMA 

Negeri 5 Payakumbuh dikonfirmasi melalui 

wawancara dan pencatatan. Kemudian 

data wawancara mengenai implementasi 

kebijakan sistem zonasi dan dampaknya di 

SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 

Payakumbuh dikonfirmasi melalui 

observasi serta dokumentasi.  

Untuk menganalisis data yang sudah 

didapatkan selama penelitian, maka 

digunakan teknik analisis data. Teknik 

analisis data ini berguna untuk 

mengurutkan data ke dalam kategori 

tertentu, baik berupa pola ataupun  uraian 

hingga ditemukanlah masing-masing 

temanya. Selanjutnya data tersebut 

dirumuskan sesuai dengan 

pengelompokannya disebut teknik analisis 

data. Teknik analisis data dalam penelitian 

kualitatif memiliki beberapa tahap sesuai 

yang disampaikan oleh Prastowo (2012) 

yakni reduksi data, menyajikan data, dan 

verivikasi atau menarik kesimpulan. Jadi, 

teknik analisis data dimulai sejak peneliti 

melakukan tindakan penelitian ke SMA 

Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh 

untuk mendapatkan data, menyajikan, dan 

menyimpulkan data secara berurutan. 

Teknik pengumpulan data seperti ini 

dilakukan dengan tujuan mendapatkan 

gambaran sesuai dengan tujuan penelitian 
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yaitu menganalisis implementasi kebijakan 

tentang sistem zonasi dan dampaknya 

berdasarkan perspektif 

stakeholderssekolah di SMA Negeri 1 dan 

SMA Negeri 5 Payakumbuh. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi 
Berdasarkan Perspektif Stakeholders 
Sekolah 

Proses implementasi kebijakan 

dalam dunia pendidikan menjadi tahap 

penting dari suatu kebijakan. Tanpa 

dilakukan implementasi, sebuah kebijakan 

hanya menjadi dokumen saja. 

Implementasi kebijakan akan menjadi 

informasi penting sebagai evaluasi 

kebijakan itu sendiri. Melalui implementasi 

kebijakan akan terlihat permasalahan yang 

muncul serta faktor keberhasilan kebijakan 

itu sendiri. Dalam implementasi kebijakan 

terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan. Menurut Widodo (2017) 

terdapat empat dimensi utama yang harus 

menjadi perhatian utama dalam 

implementasi kebijakan yakni komunikasi, 

sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi. Keempat hal ini akan 

memengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan implementasi kebijakan. 

Perspektif Stakeholders dari Aspek 

Komunikasi 

Aspek pertama yang harus ada 

dalam kebijakan adalah komunikasi. 

Dengan komunikasi, sebuah kebijakan 

akan berjalan lancar antara pelaksana 

kebijakan dan sasaran kebijakan. Begitu 

juga sebaliknya, jika tidak ada komunikasi 

antarpelaksana kebijakan dan sasaran 

kebijakan, maka kebijakan tidak akan 

berjalan sesuai tujuan. Menurut Nani 

(2021) menyatakan bahwa komunikasi 

merupakan interaksi yang dilakukan oleh 

dua belah pihak dan saling memberikan 

informasi dengan menggunakan media 

untuk menyampaikan isi dan konten 

kebijakan pendidikan baik secara langsung 

ataupun tidak langsung secara sadar. Hal 

ini menjadikan komunikasi sebagai alat 

untuk mencapai tujuan kebijakan yang  

tepat sasaran.  

Proses komunikasi berkaitan dengan 

pemahaman stakeholders sekolah tentang 

kebijakan sistem zonasi. Semakin paham 

stakeholders sekolah dengan kebijakan 

zonasi, semakin lancar komunikasi yang 

terjalin antarpelaku kebijakan di sekolah. 

Begitupun sebaliknya, jika stakeholders 

sekolah tidak memahami kebijakan sistem 

zonasi. Maka, komunikasi antarpelaku 

kebijakan tidak berjalan dengan lancar. 

Stakeholders sekolah yang terdiri dari 

kepala sekolah, guru dan tenaga 

kependidikan sudah memahami 

implementasi kebijakan sistem zonasi. 

Pemahaman implementasi kebijakan 

sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA 

Negeri 5 Payakumbuh mulai dari jumlah 

kuato yang ditentukan oleh pemerintah 

yakni minimal 50% dari daya tampung 

sekolah. Kuota ini diperuntukkan untuk 

calon siswa-siswi yang berasal dari dari 

zonasi atau wilayah paling dekat dengan 

sekolah. Stakeholders sekolah juga 

memahami bahwa PPDB sistem zonasi 

tidak lagi berdasarkan pada nilai ujian yang 

diperoleh oleh peserta didik tersebut.  

Pemahamn stakeholders sekolah 

tentang sistem zonasi sesuai tujuan dari 

sistem zonasi itu sendiri. Hal ini 

disampaikan oleh Suryati (2020), tujuan 

sistem zonasi adalah untuk mempercepat 

pemerataan kualitas pendidikan dan 

menghilangkan anggapan sekolah favorit 

dan sekolahtidak favorit di Indonesia. 
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Karena setiap masyarakat memiliki 

kesempatan yang sama untuk memeroleh 

pendidikan yang berkualitas baik peserta 

didik yang berasal dari ekonomi atau nilai 

yang rendah ataupun sebaliknya.  

Selain itu, proses komunikasi juga 

berhubungan dengan proses sosialisasi 

kebijakan. Menurut stakeholders sekolah, 

proses sosialisasi kebijakan sistem zonasi 

menjadi hal yang penting yang harus 

diperhatikan agar stekholders dan 

masyarakat menjadi lebih paham. 

Sosialisasi harus disampaikan sekolah 

kepada kelompok sasaran agar kelompok 

sasaran tersebut memahami tujuan 

kebijakan dengan baik.Proses sosialisasi 

kebijakan sistem zonasi harus dimulai dari 

dinas pendidikan kepada kepala sekolah 

melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah 

(MKKS). Selanjutnya, masing-masing 

kepala sekolah harus mengomunikasikan 

dengan stakeholders sekolah.Kemudian 

sosialisasi kebijakan sistem zonasi harus 

disampaikan dari sekolah yaitu SMA 

Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh 

kepada masyarakat melalui berbagai 

metode seperti pengumuman secara 

online melalui web sekolah dan media 

sosial, menempelkan pengumuman di 

papan pengumuman, dan membuka ruang 

informasi bagi masyarakat. 

Dalam proses persiapan kebijakan 

sistem zonasi di SMA Negeri 1 

Payakumbuh dan SMA Negeri 5 

Payakumbuh melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat melalui komite sekolah 

sebagai perwakilan dari masyarakat dan 

perpanjangan tangan sekolah. Selain itu 

sosialisasi kebijakan sistem zonasi juga 

dilakukan melalui media online seperti 

website dan media sosial sekolah, 

sementara sosialisasi offline dilakukan 

dengan penempelan spanduk sistem 

zonasi. Hal ini dilakukan agar kebijakan 

sistem zonasi sekolah diterima dengan 

baik oleh masyarakat. maka, proses 

sosialisasi merupakan proses terpenting 

dalam kebijakan sistem zonasi. Menurut 

Adima (2021) menyatakan bahwa 

sosialisasi adalah penyampaian informasi 

berupa paraturan, program, atapun 

keputusan secara terbuka dari pemilik 

kebijakan ke masyarakat secara terbuka 

dan diharapkan adanya perubahan sikap, 

perilaku dan menumbuhkan kesadaran 

kritis dari masyarakat tersebut. 

Selain proses sosialisasi, komunikasi 

dalam kebijakan sistem zonasi 

berhubungan erat dengan kejelasan 

perintah dari kepala sekolah.Sebagai 

seorang pemimpin, kepala sekolah 

memiliki pengaruh yang besar untuk 

mencapai tujuan sekolah. Menurut Demina 

(2018), pemimpin yaitu orang yang bisa 

memengaruhi orang lain dalam 

mengemban tugas dan tanggung jawab 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka 

dengan begitu, perintah atau instruksi 

diberikan oleh pemimpin atau kepala 

sekolah sebagai penanggung jawab 

kegiatan sangat berpengaruh terhadap 

implementasi kebijakan. Kejelasan 

instruksi tentang kebijakan sistem zonasi 

sangat dibutuhkan agar tujuan kebijakan 

bisa dicapai. 

Dalam implementasi kebijakan sistem 

zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 

Payakumbuh masing-masing kepala 

sekolah memberikan instruksi yang jelas 

dan tepat terkait kebijakan sistem zonasi. 

Kejelasan instruksi atau perintah dari 

kepala sekolah merupakan tugas yang 

harus dijalankan oleh seorang kepala 

sekolah. Sesuai pendapat Asmendri 
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(2012) bahwa seorang pemimpin sekolah 

atau kepala sekolah harus menguasai dan 

paham tentang tujuan yang akan dicapai 

serta harus mampu mengomunikasikan 

kepada bawahan dan stakeholders. 

Hal ini sejalan dengan pendapat 

Widodo (2008) bahwa perubahan 

kebijakan dilakukan pada pelaksana, 

kelompok yang akan dituju, dan pihak-

pihak yang berkaitan dengan kebijakan itu. 

Kejelasan perintah disampaikan kepada 

seluruh pelaksana, target, dan semua 

pihak yang berkepentingan secara 

langsung dan tidak langsung dari kebijakan 

yang dijalankan sehingga semuanya 

memahami maksud, tujuan, dan sasaran 

kebijakan tersebut. Sebaliknya, jika 

instruksi tidak jelas, maka seluruh yang 

terlibat tidak akan mengetahui tentang 

persiapan dan pelaksanaan kebijakan 

tersebut.Maka dapat disimpulkan bahwa 

stakeholders sekolah menyatakan 

bahawaproses sosialisasi menggunakan 

berbagai metode, dan kejelasan perintah 

dari kepala sekolah di SMA Negeri 1 dan 

SMA Negeri 5 Payakumbuh harus 

dilakukan agar kelompok sasaran lebih 

paham dengan kebijakan sistem zonasi. 

Perspektif Stakeholders dari Aspek 

Sumber Daya 

Menurut stekholders sekolah, sumber 

daya menjadi sesuatu yang penting dan 

harus diperhatikan dalam sebuah 

implementasi kebijakan pendidikan. 

Dengan sumber daya yang lengkap, 

kebijakan akan berjalan dengan lancar, 

begitupun sebaliknya tanpa sumber daya 

maka kebijakan tidak akan berjalan sesuai 

tujuan yang ditetapkan. Sumber daya 

dalam implementasi kebijakan sistem 

zonasi mencakup staf yang mencukupi, 

kompeten, dan kapabel. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Widodo (2017) bahwa 

kebijakan pendidikan berjalan lancar jika 

seluruh pelaku kebijakan bertanggung 

jawab dan konsisten untuk melakukan 

kebijakan dengan baik dan menerapkab 

aturan-aturan yang telah ditetapkan. 

Sebaliknya jika pelaku kebijakan kurang 

konsisten terhadap ketentuan dan aturan 

kebijakan, maka implementasi kebijakan 

itu tidak akan efektif. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh 

Ramdhani (2017) yang menyatakan bahwa 

implementasi kebijakan harus didukung 

dengan ketersediaan sumber daya baik 

manusia mapun materi. Implementasi 

kebijakan perlu dilakukan secara 

konsisten, cermat, dan jelas agar 

menghasilkan implementasi yang efektif. 

Tanpa adanya dukungan sumber daya, 

kebijakan hanya menjadi sebuah dokumen 

yang tidak memberikan pemecahan 

masalah. Artinya, sumber daya yang 

meliputi staf yang memadai, informasi, dan 

fasilitas pendukung lainnya merupakan 

faktor penting dalam implementasi 

kebijakan 

 Sejalan dengan pendapat tentang 

sumber daya di atas, Mudassir (2016) juga 

menyampaikan bahwa sumber daya dalam 

implementasi kebijakan harus dimiliki dan 

dikembangan oleh sekolah. 

Pengembangan sumber daya merupakan 

tindakan terpadu dalam perencanaa, 

penyusunan staf, penilaian, dan 

pembinaan sumber daya. Maka dengan 

adanya sumber daya yang baik, maka 

kegiatan implementasi kebijakan sistem 

zonasi akan berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Dari penjelasan pendapat 

tersebut, proses implementasi kebijakan 

sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA 

Negeri 5 Kota Payakumbuh 
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mempersiapakan sumber daya manusia 

yang meliputi pendidik dan tenaga 

kependidikan. Sumber daya tersebut 

mendapatkan arahan dari Dinas 

Pendidikan Sumatera Barat sebelum 

kebijakan sistem zonasi diterapkan. 

Kemudian, sekolah juga mengadakan 

rapat-rapat tertentu bersama staf yang 

sudah ditunjuk untuk persiapan kebijakan 

sistem zonasi.  

 Sementara itu, sumber daya lain 

yang tidak kalah penting dalam 

implementasi kebijakan sistem zonasi 

yakni peralatan dan perlengkapan. 

Menurut Nasrudin & Maryadi (2019), 

peralatan dan perlengkapan merupakan 

faktor pendukung yang sangat penting 

dalam dunia pendidikan terutama di 

sekolah. Sekolah tidak akan pernah bisa 

berjalan dengan baik tanpa adanya 

peralatan dan perlengkapan yang 

memadai. Sejalan dengan itu, Barnawi 

(2012) menyatakan bahwa perlengkapan 

pendidikan adalah semua keperluan 

kelengkapan dasar yang diperlukan 

sekolah baik secara langsung ataupun 

tidak langsung untuk menunjang 

pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.  

 Pendapat yang sama juga 

dikemukan oleh Fathurrahman (2019) 

bahwa kelengapan peralatan sekolah 

berkaitan dengan sarana dan prasarana 

pendidikan yang merupakan bagian sangat 

penting dalam menunjang proses kegiatan 

di sekolah. Pengelolaan yang baik dari 

sarana dan prasarana dapat menciptakan 

kenyamanan di dalamnya. Oleh karena itu, 

sarana dan prasarana harus dikelola 

dengan baik sehingga pendayagunaannya 

dapat meningkatkan kaulitas pendidikan.  

Maka, dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa stakeholders sekolah 

menyampaikan bahwa peralatan dan 

perlengkapan dalam implementasi 

kebijakan sistem zonasi memiliki peranan 

penting dan satu kesatuan pendukung 

telaksananya implementasi kebijakan 

sistem zonasi dengan baik. Peralatan dan 

perlengkapan tersebut sangat mendukung 

implementasi kebijakan sistem zonasi di 

SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota 

Payakumbuh yakni komputer dan jaringan 

internet. Kedua sarana ini sangat 

diperlukan mengingat implementasi 

kebijakan sistem zonasi sepenuhnya 

dilakukan dalam jaringan internet atau 

online. 

Perspektif Stakeholders dari Aspek 

Disposisi 

Dalam implementasi kebijakan sistem 

zonasi, disposisi berhubungan dengan 

kesediaan dan karakteristik yang dimiliki 

oleh penyelenggara kebijakan. 

Karakteristik tersebut seperti komitmen, 

kedisiplinan, demokratis, dan kejujuran. 

Jika pelaksana kebijakan sistem zonasi 

memiliki disposisi yang baik, maka kuat 

dugaan bahwa kebijakan itu akan 

dilaksanakan dengan baik pula. Namun 

sebaliknya, jika pelaksana kebijakan punya 

sikap yang berbeda dengan tujuan 

kebijakan, maka kemungkinan proses 

pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan 

berjalan efektif (Wahab, 2010). 

Dalam implementasi kebijakan sistem 

zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 

Kota Payakumbuh, semua kebijakan 

dilaksanakan sebaik mungkin tanpa keluar 

dari aturan yang telah diatur dalam 

peraturan gubernur. Dari pergub tersebut 

turun menjadi juklak dan juknis yang dibuat 

oleh Dinas Pendidikan Sumatera Barat. 

Setelah itu, diberikan kepada semua 

sekolah yang berada dalam naungan 
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Dinas Pendidikan yang kemudian sekolah 

melaksanakan aturan yang sudah dibuat 

tersebut. 

Widodo (2017) juga menyatakan 

bahwa kesuksesan implementasi 

kebijakan sistem zonasi tidak hanya 

ditentukan oleh implementators yang 

mengetahui hal yang akan dikerjakan dan 

kemampuannya saja tetapi juga ditentukan 

oleh disposisi yang kuatdari 

implementators. Sementara menurut 

Afandi & Warjio (2015) disposisi akan 

menimbulkan dukungan ataupun 

hambatan terhadap pelaksana kebijakan 

dan tergantung pada kesesuaian 

kemampuan dan sikap dari pelaksana 

kebijakan. Dengan begitu, pemilihan 

pelaksana kebijakan sistem zonasi 

diharuskan adalah orang-orang yang 

punya dedikasi dan kemampuan yang 

tepat di bidangnya. 

 Dalam hal disposisi, stakeholders 

sekolah dari SMA Negeri 1 dan SMA 

Negeri 5 Kota Payakumbuh mendukung 

adanya sistem zonasi. Selama kebijakan 

sistem zonasi diterapkan, tidak ada 

penolakan yang berarti yang bisa 

mempersulit keberlangsungan 

implementasi kebijakan sistem zonasi. Hal 

ini dikarenakan tujuan kebijakan sistem 

zonasi adalah untuk pemerataan 

pendidikan, sehingga pelaksana kebijakan 

mendukung terlaksananyya kebijakan 

sistem zonasi di SMA Negeri 1 dan SMA 

Negeri 5 Kota Payakumbuh.Selain itu, 

stakeholders sekolah menyampaikan 

bahwa disposisi yang baik harus 

ditumbuhkan karena dengan sistem zonasi 

membuat sekolah menjadi heterogen. 

Untuk itu, kedua sekolah ini akan berusaha 

lebih kreatif melalui berbagai pelatihan 

yang dilakukan oleh sekolah masing-

masing.  

Perspektif Stakeholders dari Aspek 

Struktur Birokrasi 

Selain faktor-faktor yang telah 

dipaparkan di atas, faktor struktur birokrasi 

juga berpengaruh dalam implementasi 

kebijakan sistem zonasi. Implementasi 

kebijakan sistem zonasi memerlukan 

struktur birokrasi yang berhubungan erat 

dengan pembentukan kepanitiaan. 

Tujuannya yaitu untuk mempermudah 

penerapan kebijakan. Dalam struktur 

birokrasi, setiap individu memiliki tugas 

yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya. Menurut Widodo (2017), 

implementasi kebijakan sistem zonasi 

adalah kegiatan yang kompleks 

dikarenakan melibatkan banyak orang dan 

banyak tugas yang akan dikerjakan. Maka, 

hal utama yang perlu dilakukan yakni 

pembentukan kepanitian. Agar orang yang 

terlibat tahu apa tugas dan kewajibannya.  

Struktur birokrasi dalam implementasi 

kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 

dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh 

diawali dari pembentukan kepanitiaan. 

Kepanitiaan meliputi koordinator, ketua, 

bendahara, sekretaris, operator, dan 

tenaga teknisi yang memiliki peran dan 

tugas yang berbeda-beda namun tetap 

saling berkaitan. Agar implementasi 

kebijakan sistem zonasi berjalan 

sebagaimana yang diharapkan, kepala 

sekolah dari kedua sekolah tersebut 

sebagaipemimpin sekaligus sebagai 

koordinator harus bisa memetakan 

kemampuan guru dan tenaga 

kependidikan yang berkompeten untuk 

terlibat langsung dalam kepanitian PPDB 

sistem zonasi. Hal ini berkaitan dengan 

pendapat Asmendri (2014) menyatakan 
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bahwa kemajuan satuan pendidikan 

tergantung pada kemampuan manajerial 

kepala sekolah sebagai pemimpin di 

sekolah dalam mengelola berbagai 

perangkat untuk mencapai tujuan 

pendidikan.  

Hal senada juga disampaikan oleh 

Demina (2018) menyatakan bahwa 

pemimpin di sekolah harus mampu 

berinovasi untuk mencapai keberhasilan 

sekolah yang dipimpinnya dengan cara 

bekerja sama dengan semua orang karena 

berinovasi itu tidak datang dengan 

sendirinya. Begitupun dengan kepala SMA 

Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota 

Payakumbuh harus mampu melihat 

kompetensi yang dimiliki oleh pendidik dan 

tenaga kependidikan untuk dilibatkan 

dalam struktur kepanitiaan implementasi 

kebijakan sistem zonasi di sekolah masing-

masing.  

Dalam struktur birokrasi, SMA Negeri 

1 dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh 

sama-sama memiliki susunan kepanitiaan 

yang jelas dalam implementasi kebijakan 

sistem zonasi. Kedua sekolah ini memiliki 

tim tersendiri sesuai dengan kebutuhan 

sekolah masing-masing. Tim yang 

dilibatkan dalam kepanitiaan implementasi 

kebijakan sistem zonasi adalah tim yang 

berkopeten di bidangnya agar dapat 

mengatasi permasalahan yang ditemukan. 

Tim tersebut berasal dari unsur pendidik 

dan kependidikan yang melipiti 

koordinator, ketua, bendahara, sekretaris, 

operator, dan tenaga teknisi. 

Hal lain yang berkaitan dengan 

struktur birokrasi dalam implementasi 

kebijakan sistem zonasi yakni kejelasan 

Standart Operational Procedure (SOP). 

Kejelasan SOP menyangkut mekanisme 

dan prosedur kegiatan, sistem, pembagian 

tugas, dan tanggung jawab masing-masing 

di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota 

Payakumbuh. SOP yang jelas  dalam 

upaya menentukan arah dan implementasi 

kebijakan sistem zonasi pada kedua 

sekolah. Kejelasan Standart Operational 

Procedure (SOP) ini sesuai dengan 

pendapat Riswandi (2020) yang 

menyatakan bahwa SOP yang jelas dan 

tegas memengaruhi aspek implementasi 

kebijakan di lapangan dan menentukan 

keterlibatan semua elemen pelaksana di 

lingkungan tersebut. Nurani (2019) juga 

menyampaikan bahwa Standart 

Operational Procedure (SOP) diperlukan 

karena ada respon dari pihak 

penyelenggara yang berhubungan dengan 

waktu yang singkat, sumber yang berasal 

dari pelaksana kebijakan dan 

keseragaman pola kerja yang begitu 

banyak.  

Berdasarkan pendapat di atas, 

stakeholders sekolah menyatakan bahwa 

Standart Operational Procedure (SOP) 

implementasi kebijakan sistem zonasi di 

SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota 

Payakumbuh harus memiliki SOP yang 

jelas berdasarkan juklak dan juknis. 

Peraturan ini langsung diberikan oleh 

Dinas Pendidikan Sumatera Barat kepada 

semua sekolah. Kemudian SOP diberikan 

kepada seluruh panitia yang terlibat. SOP 

ini sebagai acuan dalam pelaksanaan 

kebijakan sistem zonasi karena di dalam 

SOP tersebut terdapat tata cara, 

persyaratan, serta urutan pelaksanaan 

PPDB sistem zonasi yang mengacu pada 

peraturan Dinas Pendidikan Sumatera 

Barat. 
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Dampak Implementasi Kebijakan 

Sistem ZonasiBerdasarkan Perspektif 

Stakeholders Sekolah 

Implementasi kebijakan sistem 

zonasi melewati berbagai proses. Proses 

tersebut yakni komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Semua 

proses tersebut harus dijalankan untuk 

memberikan dampak implementasi 

kebijakan. Pada tahap komunikasi, 

implementasi kebijakan sistem zonasi 

memberikan dampak pada sekolah. 

Dampak yang dimaksud di sini yakni 

dampak yang dirasakan oleh sekolah 

terhadap proses sosialisasi yang telah 

dilakukandalam tahap komunikasi. 

Fidianingrum (2017) menyatakan bahwa 

dampak kebijakan yakni adanya 

perubahan fisik dan sosial akibat dari 

kebijakan yang diterapkan. 

Dari teori di atas, SMA Negeri 1 dan 

SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh melewati 

proses komunikasi kebijakan sistem 

zonasi. Pada tahap komunikasi, SMA 

Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota 

Payakumbuh mendapatkan sosialisasi dari 

Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Setelah 

itu, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota 

Payakumbuh melakukan sosialisasi 

kebijakan sistem zonasi kepada warga 

dalam sekolah baik tenaga pendidik mapun 

tenaga kependidikan. Setelah itu. Pada 

tahap akhir, kebijakan disosialisasikan 

kepada masyarakat sekitar. Maka setelah 

melewati serangkain tahap tersebut, 

implementasi kebijakan sistem zonasi di 

SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota 

Payakumbuhyakni sekolah dan 

masyarakat menjadi lebih paham dengan 

kebijakan sistem zonasi ini.  

Selanjutnya pada tahap sumber 

daya, implementasi kebijakan sistem 

zonasi memerlukan sumber daya yang 

mampuni untuk menerapkan kebijakan. 

Kebijakan tidak akan berjalan efektif tanpa 

adanya sumber daya yang lengkap. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Widodo (2017) 

yang menyatakan bahwa suatu kebijakan 

bisa berjalan baik jika semua orang yang 

terlibat dalam kebijakan tersebut memiliki 

tanggung jawab dan bersedia untuk 

konsisten dalam menerapkan aturan-

aturan yang telah ditetapkan. Namun, jika 

orang yang menerapkan kebijakan tidak 

konsisten terhadap kebijakan, maka 

implementasi kebijakan itu tidak berjalan 

efektif. 

Maka dari teori tersebut dampak yang 

dirasakan oleh SMA Negeri 1 dan SMA 

Negeri 5 Kota Payakumbuh tentang 

implementasi kebijakan sistem zonasi 

pada tahap sumber daya yakni harus 

adanya peningkatan sumber daya yang 

dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sumatera 

Barat. Sumber daya tersebut terutama 

pada jaringan internet yang digunakan. Hal 

ini dikarenakan pendaftaran penerimaan 

peserta didik baru dilaksankan melalui 

jaringan internet, jika jaringan internet 

bermasalah, maka pendaftaran PPDB jalur 

zonasi juga tidak bisa dilakukan. 

Pada tahap disposisi, kebijakan 

sistem zonasi berkaitan dengan sikap 

orang yang menerapkan kebijakan. Jika 

pelaksana kebijakan mendukung secara 

positif, kemungkinan implementasi 

kebijakan terlaksana dengan baik. 

Begitupun dampak yang dihasilkan dari 

implementasi kebijakan sistem zonasi. 

Menurut Habiby & Fiatin (2019) dampak 

implementasi kebijakan sisitem zonasi 

berdampak pada implementasi kebijakan 

sistem zonasi perspektif guru dan dampak 

perspektif orang tua. Dampak perspektif 
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guru yakni dampak yang dilihat dari sudut 

pandang guru yang berada di sekolah 

tersebut. Begitupun dampak persepktif 

orang tua yaitu dampak yang dilihat dari 

sudut pandang orang tua siswa. 

Dampak implementasi kebijakan 

sistem zonasi pada tahap disposisi pada 

SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota 

Payakumbuh yakni dari sudut pandang 

guru merasakan adanya keberagaman 

kemampuan peserta didik dalam belajar. 

Jika sebelumnya peserta didik di SMA 

Negeri 1 Kota Payakumbuh memiliki 

kemampuan di atas rata-rata karena 

melalui berbagai seleksi, namun pada saat 

implementasi kebijakan sistem zonasi ini 

sekolah harus menerima peserta didik 

yang dekat dengan sekolahnya tanpa 

melalui berbagai macam seleksi. 

Begitupun di SMA Negeri 5 Kota 

Payakumbuh yang memiliki kemampuan 

peserta didik yang menengah, namun pada 

implementasi kebijakan sistem zonasi ini 

kemampuan peserta didik sudah mulai 

heterogen atau berbeda-beda. Hal ini 

dikarenakan sudah banyak peserta didik 

yang berkompetensi berada pada zonas 

SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh tersebut. 

Pada tahap akhir dalam implemenasi 

kebijakan yakni struktur birokrasi. Struktur 

birokrasi memunyai dampak pada 

kebijakan sistem zonasi. Menurut Sutapa 

(2008) dampak kebijakan di dalam struktur 

birokrasi adalah dampak yang ditimbulkan 

dari penentuan orang-orang yang terlibat 

dalam sebuah kebijakan. Dampak struktur 

birokrasi erat kaitannya dengan dampak 

yang dilakukan orang-orang yang terlibat 

dalam kepanitiaan. Oleh karena itu, 

struktur birokrasi berhubungan dengan 

siapa yang terlibat dan apa yang 

dilakukannya. Jadi, dampak struktur 

birokrasi dalam kebijakan sistem zonasi di 

SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota 

Payakumbuh yaitu berjalannya kegiatan 

PPDB sistem zonasi pada waktu yang 

ditentukan dan sesuai ketentuan Dinas 

Pendidikan Sumatera Barat. 

Dari penjelasan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa stakeholders sekolah 

memiliki perspektif bahwa implementasi 

kebijakan sistem zonasi memberikan 

dampak bagi sekolah. Dampak tersebut 

membuat SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 

Payakumbuh berlahan-lahan menjadi 

sama dengan sekolah lainnya. Artinya 

tidak ada lagi anggapan sekolah unggul 

dan favorit. Walaupun anggapan tersebut 

belum sepenuhnya bisa hilang. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data yang dilakukan terhadap 

implementasi kebijakan sistem zonasi 

berdasarkan perspektif stakholders di SMA 

Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Kota 

Payakumbuh, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi 

Berdasarkan Perspektif Stakeholders 

Sekolah 

Stakeholders sekolah berpendapat 

bahwa kebijakan sistem zonasi adalah  

kebijakan yang mengatur tentang 

penerimaan peserta didik baru yang 

berada di zona paling dekat dengan 

sekolah. Dalam kebijakan ini, penerimaan 

peserta didik baru tidak tergantung pada 

nilai rapor yang diperolehnya tetapi 

tergantung pada jarak tempat tinggal 

peserta didik. Sementara itu, dalam 

pelaksanaan proses implementasi 

kebijakan sistem zonasi terdapat empat 

aspek penting yang harus diperhatikan 
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yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, 

dan struktur birokrasi. Di SMA Negeri 1 dan 

SMA Negeri 5 Payakumbuh, keempat 

aspek tersebut juga perlu diterapkan. Pada 

aspek komunikasi terdapat proses 

sosialisasi. Proses sosialisasi ini penting 

dan harus menjadi prioritas dalam 

implementasi kebijakan sistem zonasi. 

Bagian ini, sosialisasi menjadi tumpuan 

dalam memperkenalkan kebijakan sistem 

zonasi agar masyarakat mendapatkan 

kejelasan informasi. 

Kemudian, pada aspek yakni sumber 

daya, stakeholders sekolah berpendapat 

bahwa sarana dan prasarana yang 

mendukung kebijakan sistem zonasi harus 

menjadi perhatian serius. Sarana dan 

prasarana tersebut seperti jaringan internet 

pusat yang stabil untuk kelancaran proses 

pendaftaran, komputer, dan tenaga ahli. 

Pada aspek disposisi, stakeholders 

sekolah berpendapat bahwa sekolah tidak 

boleh membuat kebijakan khusus di luar 

kebijakan sistem zonasi yangdiatur dalam 

Peraturan Dinas Pendidikan Sumatera 

Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

penerimaan peserta didik baru jalur zonasi. 

Persepektif stakeholders sekolah pada 

aspek terakhir tentangstruktur birokrasi 

yaitu harus ada Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan pembentukan 

kepanitiaan untuk kejelasan implementasi 

kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 

dan SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh. 

Dampak Implementasi Kebijakan 

Sistem Zonasi 

Implementasi kebijakan sistem 

zonasi memberikan dampak tidak hanya 

untuk satu sekolah saja tetapi berdampak 

pada semua sekolah negeri. Dampak 

inipun dirasakan oleh SMA Negeri 1 Kota 

Payakumbuh yang selama ini menjadi 

sekolah favorit. Berdasarkan perspektif 

stakeholders sekolah, label sekolah unggul 

mulai hilang di SMA Negeri 1 Payakumbuh 

karena sekolah memiliki peserta didik yang 

berkemampuan beragam. Walaupun tidak 

dapat dipungkiri label sekolah favorit masih 

melekat di sekolah ini. Sementara 

itu,stakeholderssekolah di SMA Negeri 5 

Kota Payakumbuh juga berpendapat yang 

sama. SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh 

yang selama ini belum menjadi sekolah 

unggul, sedikit demi sedikit mulai menjadi 

sekolah tujuan PPDB dengan kemampuan 

siswa yang beragam pula. Dengan 

demikian, dampak implementasi kebijakan 

sistem zonasi berdasarkan berspektif 

stakeholders sekolah yakni menghilangkan 

label sekolah unggul dan menjadikan 

semua sekolah menjadi sekolah favorit.  
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